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ABSTRAK 
AHMAD UMAR FARHAN. TUASIKAL (B121 12 105), TINJAUAN 
HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN OLEH 
PEMERINTAH KOTA AMBON, dibawah Bimbingan Bapak Muhammad. 
Djafar Saidi sebagai Pembimbing I dan Bapak Naswar Bohari sebagai 
Pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penagihan 
piutang pajak bumi dan bangunan Tahun 1999-2013 oleh Pemerintah Kota 
Ambon dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan penagihan pajak bumi dan banguna sektor pedesaan dan 
perkotaan. 
Penelitian dilakukan di Kota Ambon dengan lokasi Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Ambon, jenis penelitian yang digunakan adalah 
normatif empires, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, 
yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media 
perantara), bisa berupa opini orang (individu/kelompok), hasil observasi 
terhadap sebuah kegiatan dan kejadian.Data sekunder, yaitu data 
penelitian yang didapat secara tidak langsung atau melalui media perantara 
(didapat dan dicatat oleh pihak lain), catatan atau historis yang telah 
tersusun dalam arsip (data dokumenter) baik yang dipublikasikan ataupun 
tidak. teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
library research (studi kepustakaa), dan field reserch (studi lapangan). 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan penagihan hutang 
pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan tahun 1999-2013 
di Kota Ambon menggunkan data objek dan wajib pajak tahun 1999 dan 
disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Ambon No 4 Tahun 2013 pasal 
25 & pasal 26 tentang Daluwarsa Penagihan, dengan realisasi  
penagihannya dari -/+ 23.000 wajib Pajak Kota Ambon sebesar Rp. 
510.399.200 dari penagihan menggunakan SPPTD dan itu masih sangat 
jauh dari pokok ketetapan Pemerintah Kota Ambon yaitu Rp. 
2.050.194.438, pelaksanaan penagihan juga tidak berjalan optimal karena 
terkendala oleh ketidak lengkapan data DISPENDA Kota Ambon (data 
penagihan secara paksa, penagihan seketika dan sekaligus, dan data 
penagihan menggunakan surat kurang bayar dan kurang bayar tambahan), 
faktor lainnya yang mempengaruhi tidak optimalnya penagihan yaitu 
minimnya kesedaran wajib pajak Kota Ambon untuk melunasi tanggung 
jawab mereka serta banyaknya wajib pajak Kota Ambon yang telah 
berpindah domisili. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.  LATAR BELAKANG MASALAH  
Bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara 
yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan 
pembangunan nasional, yang merupakan pengamalan pancasila yang 
bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan 
masyarakat. Untuk itulah sistem perpajakan harus disempurnakan, 
pemungutan pajak diintensifikan, dan aparat perpajakan/pengelola juga 
harus makin mampu dan bersih sehingga mewujudkan peran yang besar 
dalam pembangunan nasional. 
Pajak menurut Pasal 1 angka (1) UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana 
telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang 
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan adalah "kontribusi wajib 
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal 
balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”1. Hal ini mengisyaratkan bahwa 
diperlukan adanya pembaruan sistem perpajakan guna meningkatkan 
kemampuan negara dan masyarakat untuk membiayai pembangunan 
yang berasal dari sumber-sumber dalam negeri, karena semakin 
                                                          
1 Pajak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2007 “Pajak adalah kontribusi wajib 
kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. 
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meningkatnya penerimaan yang bersumber dari dalam negeri akan 
semakin meningkat pula kemandirian dalam pembiayaan pelaksanaan 
pembangunan (Kemandirian Bangsa). 
Salah satu sumber penerimaan dan atau pendapatan 
Negara/Daerah dari Pajak tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) yang dipungut atas tanah dan bangunan karena memberikan 
keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi 
orang atau badan yang mempunyai hak atasnya dan memperoleh 
manfaat daripadanya, dan oleh karena itu wajar apabila mereka 
diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat itu atau kenikmatan yang 
diperolehnya kepada negara melalui pajak2. Pajak Bumi dan Bangunan 
adalah pajak pusat yang kemudian diberikan dan/atau dilimpahkan 
pengelolahannya kepada pemerintah daerah. Karena Pajak Bumi dan 
Bangunan sebagian besar akan diserahkan kepada pemerintah daerah 
maka dirasa perlu untuk menetapkan tempat-tempat pembayaran yang 
lebih mudah dan dekat sehingga pemerintah daerah yang bersangkutan 
dapat segera memanfaatkan hasil penerimaan pajak guna membiayai 
pembangunan di masing-masing wilayahnya.3  
Pada tanggal 15 September 2015, telah disahkan Undang Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 
berlaku secara efektif pada Tanggal 1 Januari 2010. Dengan berlakunya 
UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka bertambah pula jenis-jenis 
                                                          
2 Muhammad Gade & Djamaludin Gade, Hukum Pajak. Hlm. 123 
3 Muhammad Gade & Djamaludin Gade, op. Cit., Hlm. 125 
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pajak daerah diantaranya, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 
Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB).4 
 Adapun dasar dan alasan pokok pengalihan PBB-P2 menjadi pajak 
daerah yaitu, yang pertama, berdasarkan teori PBB-P2 lebih bersifat lokal, 
objek pajaknya tidak berpindah-pindah, dan terdapat hubungan erat 
antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut, kedua, 
pengalihan PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), sekaligus memperbaiki Anggaran Pengeluaran Belanja 
Daerah (APBD), dan yang ketiga meningkatkan pelayanan masyarakat, 
akuntabilitas, serta transparansi dalam pengelolaan PBB-P2.5 
       Berkaitan dengan pengalihan pengelolaan PBB tersebut maka  Kota 
Ambon  adalah  kota pertama di Provinsi Maluku yang mengelola PBB-P2 
pada tahun 2014,  sebagai salah satu kota yang siap untuk menerima dan 
mengelola pengalihan PBB-P2 implementasi kesiapan Pemerintah Kota 
Ambon dalam proses pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor 
Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2), menurut Richard Louhenapessy 
(Wali Kota Ambon) “ sejak ditetapkannya UU No 28 tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , PBB-P2 adalah salah satu dari dua 
jenis pajak pusat yang pengelolaannya di serahkan kepada pemerintah 
kota/pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia termasuk Bea Perolehan 
                                                          
4  https://syukriy.wordpress.com/2009/10/17/pokok-pokok-pengaturan-undang-undang-pajak-daerah-dan-
retribusi-daerah/ 
 
5  http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Pedoman_Umum_Pengelolaan_PBB_P2.pdf  
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Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  yang pelaksanaanya dimulai 
sejak 2011 lampau”. 
Persiapan Pemerintah Kota Ambon dalam proses pelaksanaan 
PBB-P2, yaitu dengan mempersiapkan sumber daya aparatur yang 
memadai, mempersiapkan fasilitas pendukung, serta dasar hukum 
pelaksanaanya yang dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kota Ambon6.  
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)  
sendiri di Kota Ambon diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 
4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 
Perkotaan (PBB-P2)  perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 
Apa yang saat ini telah dipersiapkan oleh Pemerintah Kota Ambon 
dengan maksimal namun masih terdapat kendala-kendala dan atau 
hambatan yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan pemungutan 
PBB - P2 hal mana sesuai yg diungkapkan oleh Wali Kota Ambon “Sejak 
penyerahan kewenangan mengurus PBB dari Kantor Pajak Pratama 
(KPP) ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) ditemukan banyak sekali 
permasalahan sehingga saat ini sementara di benahi” 7 . Hal tersebut 
dikemukakan oleh Walikota Ambon Richard Louhenapessy dalam 
sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Kota Ambon, AG Latuheru 
                                                          
6 Pendapat Walikota Kota Ambon Richard Louhenapessy. Yang dikutip dari sumber  :                 
http://www.beritamalukuonline.com/2014/01/ambon-salah-satu-kota-di-maluku-yang.html 
 
7 Pendapat Walikota Kota Ambon Richard Louhenapessy. Yang dikutip dari sumber  : 
http://ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/04/TAHUN-INI-PEMERINTAH-KOTA-AMBON-TARGETKAN-
PENERIMAAN-PAJAK-Rp11-M.pdf 
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usai menyerahkan SPPT kepada Perwakilan Raja/Kades dan Lurah se-
Kota Ambon yang berlangsung di lantai II Balai Kota, (Selasa ,1/4/2014). 
Dikatakan oleh Pemerintah Daerah Kota Ambon bahwa, ditemukan 
ketidak cocokan hasil print out sismiop8 dengan bukti lunas pada tangan 
wajib pajak, data piutang yang di serahkan oleh Kantor Pajak Pratama ke 
pihak Dispenda tidak di dukung dengan nama dan alamat wajib pajak, 
serta peta blok zona nilai tanah juga tidak jelasnya nilai obyek pajak 
sangat mempersulit dalam mengidentifikasi subyek dan obyek pajak. 
Sejak konflik 1999 banyak sekali wajib pajak yang belum melunasi 
kewajibannya untuk pembayaran dan pelunasan PBB tahun 1999 yang 
kedepannya akan dikenakan denda.  
Masalah-masalah  seperti  ini akan terus dibenahi  dari  waktu  ke 
waktu  sehingga  ke depannya Richard Louhenapessy selaku Walikota  
Ambon yakin  pengelolaan  PBB  sektor  perkotaan  dan  pedesaan  dapat 
memberikan  kontribusi  yang  signifikan  untuk Pendapatan  Asli  Daerah  
(PAD) guna membiayai kebutuhan pembangunan di kota ini. 
Sementara itu, Kadispenda Kota Ambon, Jacob Silanno kepada 
wartawan di ruang kerjanya menjelaskan, terkait dengan Rp17.2 miliar 
pajak terhutang yang belum diserahkan dari masyarakat, dirinya 
mengatakan telah menyurati KPP karena dari tahun 2000-2013 KPP-lah 
yang mengelola PBB sedangkan Pemkot Ambon baru mengelolanya 
                                                          
8  SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) adalah jantung dari PBB-P2 berupa suatu 
sistem/program  yang mengintegrasikan seluruh aspek pengelolaan administratif yang dapat mengolah 
informasi data objek dan subjek pajak melalui komputerisasi, mulai dari proses pendataan, penilaian, 
penagihan, penerimaan dan pelayanan. 
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Tahun 2014. Jadi dalam surat itu pihaknya meminta KPP untuk 
bertanggung jawab atas piutang Rp17.2 milyar selama menangani PBB di 
masyarakat. Namun, sampai saat pihak Pemerintah Kota Ambon 
d.h.i.Dispenda Kota Ambon belum memperoleh surat balasan dari KPP 
terkait dengan penjelasan piutang tersebut9.  
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas Penulis ingin 
membahasnya dalam penulisan skripsi dengan judul: 
“Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi 
Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Oleh Pemerintah Kota 
Ambon“. 
2. RUMUSAN MASALAH 
Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan. 
Batasan masalah yang akan penulis ungkapkan hanya pada Pelaksanaan 
Penagihan Hutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
di Kota Ambon Tahun 1999-2013 oleh Pemerintah Kota Ambon. Hal ini di 
maksudkan agar topik yang dibahas dapat terarah, terfokus pada 
permasalahan pokok. Adapun permasalahan pokok yang akan penulis 
bahas adalah : 
1) Bagaimana  Pelaksanaan Penagihan  Hutang Pajak  Bumi  dan  
Bangunan  Perdesaan dan Perkotaan Tahun 1999-2013  oleh  
Pemerintah Kota Ambon ? 
                                                          
9 http://ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/04/TAHUN-INI-PEMERINTAH-KOTA-AMBON-TARGETKAN-
PENERIMAAN-PAJAK-Rp11-M.pdf 
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2) Faktor faktor apa yang mempengaruhi Pelaksanaan Penagihan 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh 
Pemerintah Kota Ambon ? 
3. TUJUAN PENELITIAN   
1. Mengetahui dan memahami penerapan Pelaksanaan Penagihan 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  di Kota 
Ambon 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi  
pelaksanaan  Penagihan  Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan (PBB-P2)  di Kota Ambon 
4. MANFAAT PENELITIAN 
1.  Peneletian ini diharapkan memberikan pengetahuan pada penulis    
dan khususnya bagi mahasiswa hukum mengenai Pelaksanaan  
Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di 
Kota Ambon. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 
Pemerintah Kota Ambon berkaitan dengan Pelaksanaan Penagihan 
serta faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam melakukan 
Penagihan guna optimalisasi kebijakan PBB-P2 di Kota Ambon.  
3. Dapat dijadikan referensi atau acuan bagi calon peneliti berikutnya 
khususnya yang meneliti mengenai Pelaksanaan Penagihan Pajak 
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Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota 
Ambon. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
1. Pajak Bumi dan Bangunan 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada dasarnya merupakan pajak 
pusat yang pemungutannya diserahkan kepada pemerintah daerah. PBB 
merupakan pajak atas harta berupa tanah dan bangunan sehingga 
bersifat kebendaan artinya besarnya pajak yang terhutang sangat 
ditentukan oleh keadaan objek pajak tersebut pada awal tahun. Keadaan 
subjek pajak tidak mempengaruhi jumlah pajak terhutang. 
Pengenaan PBB secara mendasar dilakukan karena sistem 
perpajakan yang berlaku pada masa sebelum reformasi perpajakan 
(khususnya pajak kebendaan dan kekayaan) telah menimbulkan 
pengenaan pajak secara berganda (double texation).  
2. Dasar Hukum Penagihan PBB-P2 
 Penagihan pajak dilakukan oleh pejabat pajak yang bertugas 
mengelola pajak pusat atau pajak daerah wajib didasarkan pada suatu 
ketentuan pembenaran bahwa penagihan pajak merupakan perbuatan 
hukum yang tidak bertentangan dengan hukum pajak. Jika perbuatan 
hukum yang dilakukan tidak memiliki dasar yang sah, berarti telah terjadi 
perbuatan yang bertentangan dengan hukum pajak. Oleh karena itu, 
undang-undang Pajak senantiasa memuat ketentuan yang memberikan 
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pembenaran perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat pajak yang 
bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah kepada wajib pajak. 
 Dasar penagihan pajak yang terdapat dalam UU Ketentuan Umum 
Perpajakan (KUP), seyogianya mengalami penambahan berdasarkan 
pembaruan hukum pajak. Penambahan dasar penagihan pajak meliputi 
putusan gugatan dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan 
bertambahnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Dengan demikian, 
dasar penagihan pajak yang seyogia-nya diatur dalam Undang-Undang 
KUP: 
1. Surat tagihan pajak 
2. Surat ketetapan kurang bayar 
3. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan10 
4. Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, 
putusan banding, putusan gugatan dan putusan peninjauan 
kemballi yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak yang 
masih harus dibayar. 
Dasar penagihan pajak daerah pada umumnya adalah sama, 
kecuali bagi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dasar 
penagihan pajak daerah pada umumnya adalah sebagai berikut : 
1. Surat  tagihan pajak daerah  
2. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar 
3. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan 
                                                          
10 Muhammad Djafar Saidi, 2010. Pembaruan Hukum Pajak (edisi revisi), hlm. 235 
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4. Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan 
putusan banding yang menyebabkan bertambahnya jumlah 
pajak yang harus dibayar. 
Sementara itu, pengecualian dasar penagihan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah “surat pemberitahuan pajak 
terutang”11 . Dasar penagihan ini tidak dijumpai pada pajak kendaraan 
bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan bea perolehan hak 
atas tanah dan bangunan. Hal ini menunjukan bahwa Pajak Bumi dan 
\Bangunan Pedesaan dan Perkotaan menganut teori formal mengenai 
timbulnya utang pajak. Oleh karena itu utang pajak yang termuat dalam 
surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) merupakan campur tangan 
pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak daerah. 
3. Subjek Dan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) 
Subjek pajak dari PBB adalah orang atau badan, yang : 
a) Memiliki, menguasai; 
b) Memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau; 
c) Memperoleh manfaat atas bangunan. 
Subjek pajak di atas yang dikenakan kewajiban membayar pajak, 
menjadi wajib pajak. Orang-orang atau badan yang mempunyai hak 
memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas tanah di bangunan 
menurut Pasal 13 Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 dimana NJOP 
tanah dan bangunan kurang atau tidak melebihi Rp. 8.000.000,- (delapan 
                                                          
11 Ibid, hlm. 236  
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juta rupiah) bukan merupakan wajib pajak. Artinya seseorang memiliki 
tanah dan bangunan yang NJOP-nya12 hanya 8.000.000,-, maka mereka 
di bebaskan dari pengenaan pajak dari PBB. 
Objek pajak merupakan bagian terpenting yang dibicarakan atau 
dipersoalkan dalam hukum pajak materiil. Objek pajak dikatakan sebagai 
bagian terpenting karena wajib pajak tidak tidak dikenakan pajak kalau 
tidak memiliki, menguasai, atau menikmati objek pajak yang tergolong 
sebagai objek kena pajak sebagai syarat-syarat objektif dalam pengenaan 
pajak. Objek yang dapat dikenakan pajak dalam masyarakat sangat 
beraneka ragam térgantung pada kebijakan pembuat undang-undang 
untuk menjaringnya sebagai objek pajak. 
Objek pajak adalah segala sesuatu karena undang-undang 
sehingga dapat dikenakan pajak. Kata “dapat” dikenakan pajak 
mengandung makna bahwa objek pajak, boleh atau tidak boleh kena 
pajak. Pengenaan pajak terhadap suatu objek harus dipertimbangkan 
secara maksimal agar tidak menimbulkan permasalaham dalam 
masyarakat13. 
Objek pajak sendiri terbagi menjadi beberapa bagian yaitu : 
a) Objek pajak penghasilan. 
b) Objek pajak pertambahan nilai. 
c) Objek pajak bea materai. 
d) Objek pajak kendaraan bermotor. 
                                                          
12 H. Bohari, 2014. Pengantar Hukum Pajak, hlm. 58 
13 Muhammad Djafar Saidi, 2010. Pembaruan hukum pajak edisi revisi, hlm 71 
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e) Objek pajak bea balik nama kendaraan ber motor. 
f) Objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. 
g) Objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 
4. Kewenangan Penagihan PBB-P2 
Menteri Keuangan oleh Undang-Undang Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) diberi wewenang untuk melimpahkan penagihan PBB 
kepada Gubernur dan Bupati/Walikota. Pelimpahan wewenang ini hanya 
sebagai pemungut pajak, dan bukan pelimpahan urusan penagihan. 
Mengenai objek dan penetapan pajak yang terutang tetap menjadi 
wewenang Menteri Keuangan. 
Dalam hal ini jumlah pajak yang terutang sebagaimana yang 
tercantum dalam SPPT tidak sesuai dengan objek pajak yang 
sebenarnya, maka pemungut pajak dalam hal ini gubernur, bupati atau 
walikota tidak dibenarkan mengubah jumlah pajak yang terutang, tetapi 
hanya melaporkan hal tersebut kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur  
Jenderal Pajak. Pelimpahan wewenang ini tidak meliputi penagihan PBB 
untuk wajib pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.14 
Seiring dengan era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, salah 
satunya adalah dengan di devolusinya PBB-P2 menjadi pajak daerah 
sebagai mana amanah dari Undang – Undang No 28 tahun 2009 dimana 
proses devolusinya akan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 
2014. Disadari oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota  ternyata 
                                                          
14 http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Pedoman_Umum_Pengelolaan_PBB_P2.pdf 
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pengelolaan PBB-P2 tidaklah mudah, dibutuhkan ketelitian dalam 
penyiapan kebijakan desain pokok ketetapannya agar dapat diterima oleh 
masyarakat dan memenuhi ekspektasi pemerintah daerah sebagai 
pengelolanya. Penyusunan pokok ketetapan PBB-P2 yang baik adalah 
apabila dapat memenuhi ekpektasi dari dari kedua sisi tersebut. Untuk itu 
diperlukan sebuah kemampuan manajerial tertentu untuk dapat 
mengelolanya agar rencana penerimaan pajak PBB-P2 dalam APBD yang 
telah ditetapkan oleh Pemda bersama DPRD dapat diterjemahkan 
kedalam pokok ketetapan yang tercetak di SPPT, kemudian SPPT 
tersebut dapat diterima oleh masyarakat dengan baik melalui pembayaran 
pajaknya15. 
5. Kedaluwarsa Penagihan Pajak PBB-P2 
Dasar hukum terhadap daluarsa PBB adalah sebagai berikut: 
1. Pasal 23 UU PBB, 
2. Pasal 13 ayat (1) UU KUP 2000 dan 2007, 
3. Pasal II angka 1 dan angka 2 UU KUP 2007. 
Berdasarkan aturan tersebut pajak PBB mempunyai 2 (dua) jenis 
daluwarsa yaitu : 
a. Daluwarsa Penetapan 
Penetapan pajak menjadi daluwarsa setelah lewat waktu yang 
ditentukan. Namun demikian apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau 
keterangan lain pajak yang terutang tidak dibayar atau kurang bayar atau 
                                                          
15 http://eddiwahyudi.com/tag/pendaerahan-pbb-p2/  
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wajib pajak dikenai hukuman karena tindak pidana perpajakan, maka 
Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKP ditambah sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 48% dari pajak yang belum dibayar. 
b. Daluwarsa Penagihan 
Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, 
kenaikan, dan biaya penagihan menjadi daluwarsa setelah masa tertentu 
terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, 
bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Namun 
daluwarsa penagihan ini juga menjadi tertangguh apabila : 
 diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, 
 ada pengakuan hutang dari WP, 
 diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar / KB Tambahan. 
Waktu daluarsa penetapan PBB ditentukan berdasarkan kriteria 
sebagai berikut ini: 
 Untuk Tahun Pajak 2002 dan sebelumnya, daluwarsa 10 (sepuluh) 
tahun sejak berakhirnya Tahun Pajak, 
 Untuk Tahun Pajak 2003 sampai dengan Tahun Pajak 2007, 
daluwarsa pada akhir Tahun Pajak 2013, 
 Untuk Tahun Pajak 2008 dan seterusnya, daluwarsa 5 (lima) tahun 
sejak berakhirnya Tahun Pajak16. 
 
 
                                                          
16 https://eddiwahyudi.com/perspektif-pajak-sebagai-sarana-pendukung-pembangunan/pajak-bumi-dan-
bangunan-pbb/ 
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6. JENIS-JENIS PENAGIHAN PAJAK 
A. Penagihan Secara Biasa 
Penagihan seacar biasa adalah tindakan pejabat pajak yang bertugas 
mengelola pajak pusat atau pajak daerah kepada wajib pajak karena tidak 
membayar lunas pajaknya yang terutang tanpa paksaan secara nyata. 
Dalam arti pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak 
daerah yang telah memiliki jumlah pajak yang terutang dan tidak terbayar 
lunas. Pelaksanaan penagihan tersebut wajib berpedoman pada 
ketentuan yang menjadi dasar penagihan pajak sebagaimana ditentukan 
dalm Undang-undang pajak 17 . Jika dalam pelaksanaannya, terdapat 
pelanggaran hukum pajak yang dilakukan oleh pejabat pajak yang 
bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah karenan kekliuran atau 
kesengajaan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak kurang bayar 
atau atau surat tagihan pajak boleh dipersengketakan melalui lembaga 
peradilan pajak.surat ketetapan pajak kurang bayar boleh 
dipersengketakan keabsahannya dalam lembaga lembaga keberetan 
dalam bentuk keberatan. Sementara itu, surat tagihan pajak dapat 
dipersengkatkan keabsahannya pada pengadilan pajak dalam bentuk 
gugatan. Pengajuan keberatan atau gugatan merupakan suatu bentuk 
pengawasan terhadap pejabat pajak yang bertugas mengelola pusat atau 
pajak daerah dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak. 
                                                          
17 Muhammad Djafar Saidi, 2010. Pembaruan hukum pajak edisi revisi, hlm 237 
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Tata cara penagihan secara biasa kepada wajib pajak oleh pejabat 
pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah wajib 
berpedoman pada ketentuan yang tersedia dalam hukum pajak. Dalam 
arti, hukum pajak telah menentukan cara bagaimana pejabat pajak yang 
bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah untuk bertindak agar 
wajib pajak wajib membayar lunas utang pajaknya tanpa ada insur 
paksaaan atau tekanan yang dialami oleh wajin pajak mengigat penagihan 
secara biasa bertujuan agar wajib pajak mengigat penagihan secara biasa 
bertujuan agar wajib pajak ada kehendak atau kemauan untuk mebayar 
lunas pajaknya yang terutang sebelum dilakukan penagihan dengan surat 
paksa. 
Penagihan secara bisa dilakukan oleh pejabat pajak yang bertugas 
mengelola pajak pusat atau pajak daerah dengan mengguanakan 
instrumen hukum pajak sebagaimana yang terdapat dalam Undang-
undang Pajak. Sarana hukum pajak yang terkait dengan penagihan pajak 
secara bisa dapat berupa surat pemberitauan pajak terutang, surat 
tagihan pajak, surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, 
surat ketetapan wajib pajak kurang bayar tambahan 18 . Dan surat 
keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan bandingan, 
puputusan gugatan, atau putusan peninjauan kembali yang menambah 
jumlah pajak terutang yang harus dibayar. 
 
                                                          
18 Muhammad Djafar Saidi, 2010. Pembaruan hukum pajak edisi revisi. hlm. 238  
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a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang 
  Surat pemberitahuan pajak terutang adalah surat yang digunakan oleh 
kepala daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada 
wajib pajak. Jenis pajak yang ditagih dengan menggunakan surat 
pemberitahuan pajak terutang adalah pajak bumi dan bangunan pedesaan 
dan perkotaan. Lain perkataan, pajak penghasilan, pajak pertambahan 
nilai, dan penjualan atas barang mewah, serta pajak daerah lainya, seperti 
pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan bea 
perolehan hak atas tanah dan bangunan19. 
b. Surat Tagihan Pajak 
Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan 
atau sanksi administrasi berupa bungan dan/atau benda,surat tagihan 
pajak diterbitkan untuk menagih pajak yang terutang dalam kaitannya 
dengan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan 
atas barang mewah. Sementara itu, pada pajak daerah digunakan istilah 
surat tagihan pajak daerah digunakan istilah surat tagihan pajak daerah 
yang hakikatnya tidak berbeda dengan surat tagihan pajak karena sama 
substansi hukum yang dikandungnya20. 
Surat tagihan pajak diterbitkan oleh pajak yang bertugas mengelola 
pajak pusat untuk menagih pajak penghasilan21, pajak pertambahan nilai, 
dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang, apabila: 
 Pajak pengasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar 
                                                          
19 Ibid., hlm 239 
20 Op.cit., hlm. 240 
21 Ibid., hlm 241 
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 Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai 
akibat salah tulis dan/atau salah hitung 
 Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berapa bunga dan/atau 
denda. 
 Pengusaha yang tidak dikuhkuhkan sebagai pengusahan kena pajak, 
tetapi membuat faktur pajak. 
 Pengusaha yang telah dikuhkuhkan sebagai pengusaha kena pajak, 
tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi 
tidak tepat waktu. 
 Pengusahan yang telah dikuhkuhkan sebagai pengusaha kena pajak 
yang tidak membuat faktur pajak secara lengkap sebagaimana 
dimaksudkan dalam pasal 13 ayat (5) UU PPN, selain: 
 Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5 
huruf b UU PPN) 
 Identitas pembeli serta nama dan tanda tangan sebagaiaman 
dimaksudkan dalam pasal 13 ayat (5) huruf b dengan huruf g UU 
PPN, dalam hal penyerahan dilakukan oleh pengusaha kena pajak 
eceran. 
 Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan 
masa penerbitan faktur pajak 
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 Pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan 
pengembalian pajak masukan sebagaimana dimaksudkan dalam 
pasal 9 ayat (6a) UU PPN22. 
c. Surat Ketetapan Pajak Daerah. 
Penagihan pajak yang terutang dengan menggunakan surat ketetapan 
pajak daerah hanya diperuntukkan bagi pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan. Surat ketepan pajak daerah ditunjukan pada 
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang.  Surat 
ketetapan pajak daerah diterbitkan oleh pejabat pajak yang bertugas 
mengelola pajak daerah dan merupakan salah satu dasar penagihan 
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan23. 
d. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Pajak pengasilan, pajak pertumbuhan nilai, dan pajak penjualan atas 
barang mewah yang terutang ditagih dengan menggunakan surat 
ketetapan pajak kurang bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah 
surat ketetepan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, 
besaranya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar24.  
Pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat berwenanng 
menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dalam jangka waktu lima 
tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya masa pajak, 
bagian tahun pajak atau tahun pajak dalm hal-hal apabila: 
                                                          
22 Muhammad Djafar Saidi, 2010. Pembaruan hukum pajak edisi revisi. hlm 241 
23 Ibid., hlm 243 
24 Muhammad Djafar Saidi, 2010. Pembaruan hukum pajak edisi revisi. loc.cit 
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 Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang 
terutang tidak atau kurang dibayar. 
 Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu 
sebgaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur 
secara tertulis tidak disampaikan pada setelah ditegur secara tertulis 
tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam 
surat teguran. 
 Berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai pajak pertambahan nilai 
dan pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya 
dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan 
tarif nil persen. 
 Kewajiban untuk mengadakan pembukuan atau pencatatan tidak 
dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang 
terutang. 
 Kepada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan/atau 
dikuhkuhkan sebagai pengusahan kena pajak secara jabatan25. 
e. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
Pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat berwenang 
menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan jika telah 
dilakukan penagihan pajak berdasarkan surat ketetapan pajak kurang 
bayar. Sebenarnya tidak ada penagihan pajak melalui surat ketetapan 
pajak kurang bayar tambahan tanpa didahului penagihan pajak dengan 
                                                          
25 Ibid., hlm 244  
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surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar 
tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas 
jumlah pajak yang telah ditetapkan. Surat ketetapan pajak kurang bayar 
tambahan adalah diterbitkan tatkala terdapat tambahan pajak 
penghasilan, pajak pertmbahan nilai, dan pajak penjualan atas barang 
mewah yang terutang, sebelumnya tidak tercantum dalam surat ketetapan 
pajak kurang bayar26. 
f. Surat Keputusan Pembetulan 
 Dalam hukum pajak, surat keputusan pembetulan terdiri atas surat 
keputusan pembetulan yang tidak menyebabkan bertambahnya jumlah 
pajak yang wajib dibayar dan surat keputusan pembetulan yang 
menyebabkan bertambahnya jumlah pajak yang wajib dibayar. Surat 
keputusan pembetulan yang menyebabkan bertambnya jumlah pajak yang 
wajib dibayar.Surat keputusan pembetulan yang menyebabkan 
bertambhnya jumlah pajak yang wajib dibayar merupakan dasar 
panagihan pajak. 
Surat keputusan pembetulan yang terkait dengan pajak penghasilan, 
pajak pertumbuhan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah adalah 
surat yang membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung yang 
terdapat dalam: 
1. Surat ketetapan pajak 
2. Surat tagihan pajak 
                                                          
26 Muhammad Djafar Saidi, 2010. Pembaruan hukum pajak edisi revisi. hlm 247 
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3. Surat keputusan keberatan 
4. Surat keputusan pengurangan sanksi administrasi.  
5. Surat keputusan penghapusan sanksi adminstrasi 
6. Surat keputusan penguranga ketetapan pajak 
7. Surat keputusan pembatalan ketetapan pajak  
8. Surat keputusan pengembalin pendahuluan kelebihan pajak 
9. Surat keputusan pemberian imbalan bunga 
Kemudian, surat keputusan pembetulan yang terkait denga pajak 
daerah menurut Pasal 1 angka 60 UU PDRD, adalah surat keputusan 
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekiliuran 
dalam penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-perundanga 
perpajakan daerah yang terdapat dalam: 
1. Surat pemberitahuan pajak daerah 
2. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar 
3. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan 
4. Surat ketetapan daerah lebih bayar 
5. Surat ketetapan pajak daerah nihil 
6. Surat tagihan pajak daerah 
7. Surat keputusan pembetulan 
8. Surat keputusan keberatan27. 
 
 
                                                          
27 Muhammad Djafar Saidi, 2010. Pembaruan hukum pajak edisi revisi. hlm 250 
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g. Surat Keputusan Keberatan 
Lembaga keberatan yang menyelesaikan sengketa pajak berwenang 
menerbitkan surat keputusan keberetan adalah surat keputusan atas 
keberatan terhadap surat keputusan pajak atau terhadap pemotongan 
atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. 
Jenis surat ketetapan pajak sebagaimana yang terkandung dalam 
pengertian surat keputusan keberatan meliputi surat ketetapan pajak 
kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat 
ketetapan pajak lebih bayar, dan surat ketetapan pajak nihil. Surat 
Ketetapan pajak tersebut diperuntukkan bagi pajak penghasilan, pajak 
pertambhan nilai, dan pajak penjaualan atas barang mewah. 
Surat keputusan keberatan yang diterbitkan oleh lembaga 
keberatan, baik yang menyelesaikan sengketa pajak pusatpusat maupun 
sengketa pajak daerah meliputi atas: 
1. Menerima sebagiamana atau seluruhnya. 
2. Menolak. 
3. Menambah jumlah pajak yang terutang. 
Dari ketiga jenis surat keputasan keberatan tersebut di atas, sebagai 
dasar penagihan pajak pusat dan pajak daerah adalah surat keputusan 
keberatan yang memiliki diktum berupa menambah jumlah pajak yang 
terutang28. 
 
                                                          
28 Ibid., hlm 252 
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h. Putusan Banding 
Bukan hanya keputusan keberatan yang menyebabkan bertambhanya 
jumlah pajak yang terutang sebagai dasar penagihan pajak pusat maupun 
pajak daerah, tetapi putusan banding merupakan dasar penagihan pajak 
yang wajib dibayar oelh wajib pajak. Putusan banding adalah putusan 
pengdendalian pajakatas banding terhadap surat keputusan keberatan 
yang diajukan oleh wajib pajak, baik wajib pajak pusat maupun daerah29.  
i. Putusan Gugatan 
Pengadilan pajak tidak hanya menerbitkan putusan banding, tetapi 
menerbitkan pula putusan gugatan sebagai jawaban atas surat gugatan 
yang diajukan oleh wajib pajak atas gugatan terhadap surat tagihan pajak 
ataus urat paksa dan dan tindakan pelaksanaan surat paksa itu sendiri. 
Putusan gugatan terdiri dari putusan yang menyebabkan bertambhanya 
jumlah pajak yang harus dibayar dan merupaakan dasar penagihan pajak. 
Penambahan utang pajak penghasilan pajak pertambhana nilai, dan 
pajak penjaulan atas barang mewah, bea meterai, bea masuk dan bea 
cukai, serta pajak daerah seperti, pajak kendaraam bermotor, bea baik 
nama kendarraan bermotor, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan 
perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bagunan 
sebagaimana tercantum dalam putusan putusan banding wajib dibayar 
lunas dalam jangka waktu suatu bulan sejak tanggal diterbitkan30. 
 
                                                          
29 Muhammad Djafar Saidi, 2010. Pembaruan hukum pajak edisi revisi. hlm 253 
30 Ibid., hlm 255 
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j. Putusan Peninjauan Kembali 
Putusan peninjauan kembali adalah putusan Mahkmah Agung atas 
permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau oleh 
pejabat terhadap putusan gugatan dari pengadilan pajak.  
B. Penagihan Seketika dan Sekaligus 
Pajak yang terutang, selain ditagih secara biasa, dapat pula ditagih 
dengan cara penagihan secara seketika dan sekaligus sarana hukum 
pajak yang dapat digunakan untuk melakukan penagihan dalam rangka 
penanganan keuangaan negara dari sektor pajak yang dilakukan oleh 
pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah 
dan dilaksanakan oleh juru sita pajak pusat atau daerah. Penagihan pajak 
secara seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang 
dilaksanakan oleh juru sita pajak pusat atau daerah kepada wajib pajak 
atau penanggung paja tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran 
yang meliputu seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, masa pajak, 
dan tahun pajak31.  
Dasar pertimbangan sehingga dilakukan penagihan seketika dan 
sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang 
dilakukan oleh pejabat pajak yang bertugas mengelola paja pusat atau 
pajak daerah terhadap wajib pajak atau penanggung pajak karena: 
1. Wajib pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia 
untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. 
                                                          
31 Ibid., hlm 257 
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2. Wajib pajak atau penanggung pajak memindahtangankan barang 
yang dimiliki atau yang dikuasi dalam rangka menghentikan atau 
mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang 
dilakukannya di Indonesia. 
3. Terdapat tanda-tanda bahwa wajib pajak atau penanggung pajak 
akan membubarkan badan usahanya, atau mengambungkan 
usahanya, atau memekarkannya usahanya, atau 
memindahtangkanya perusahaan yang dimiliki atau yang 
dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya. 
4. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara, 
5. Terjadi penyitaan atas barang wajib pajak atau penanggung pajak 
oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepemilikan32. 
C. Penagihan Secara Paksa 
Wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak membayar lunas 
utang pajaknya (utang pajak meliputi pula sanksi administrasi berupa 
bunga, denda, atau kenaikan dan ditambah biaya penagihan pajak) 
walaupun telah diberikan surat teguran dan bahkan telah dilakukan 
penagihan seketika dan sekaligus dapat dilakukan penagihan secara 
paksa. 
Penagihan secara paksa terdapat unsur yang bersifat memkasa 
bagi wajib pajak atau penanggung pajak untuk membayar lunas utang 
pajaknya. Unsur paksaan itu dimiliki oleh pejabat pajak yang bertugas 
                                                          
32 Muhammad Djafar Saidi, 2010. Pembaruan hukum pajak edisi revisi. hlm 259 
 
 
28 
 
mengelola pajak pusat atau pajak daerah dan diguankan untuk memaksa 
wajib pajak atau penanggung pajak. Unsur paksaan yang digunakan oleh 
pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat dan pajak daerah 
bukan merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan dibenarkan oleh 
hukum pajak. Landasan hukumnnya didasrkan atas perintah Undang-
undang Pajak, yakni UU PPDSP. Unsur paksaan yaang dimaksud adalah 
paksaan yang tercantum dalam surat paksaan maupun paksaan pada 
saat pelaksanaan tindakan yang terkait dengan surat paksaan dan 
dilaksanakan oleh juru sita pajak pusat atau daerah dengan berpatokan 
pada UU PPDSP33. 
a. Surat Paksa 
Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 
penagihan pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Bola dikaitkan 
dengan Pasal 1 angka 12 UU PPDSP ternyata surat paksa merupakan 
ketetapan pajak yang ditetapkan oleh pejabat pajak yang bertugas 
mengelola pajak pusat atau pajak daerah. Sekalipun merupakan 
ketetapan pajak, sebagai bagian dari penagihan pajak secara biasa. 
  Terkait dengan ini, Rochmat Soemitro (1988:80-81) 
mengatakan bahwa surat paksa dalam hukum pajak adalah 
suatu ketetapan pajak tertulis dari pejabat pajak yang 
mempunyai titel executorial (artinya berkepala “Demi 
Keadilan Berdasarkan Kethan Yang Maha Esa”), sehingga 
mempunyai kekuatan hukim yang sama seperti putusan 
hakim yang memiliki kekuatan hukum yang pasti (Bahasa 
Belanda = in kract van gewijsde, artinya tidak dapat 
ditentang atau dibawah lagi dengan cara hukum apapun, 
tidak dapat diajukan banding atau kasasi, yang mengandung 
                                                          
33 Ibid., hlm 260  
 
 
29 
 
perintah kepada wajib pajak atau penanggung pajak yang 
namanya tertulis dalam surat paksan itu untuk memabayar 
lunas pajak-pajak disebut dalam surat paksa itu dalam 
jangka waktu yang ditentukan dalam surat paksaan itu, 
dengan ancaman sita apabila pembayaran itu tidak 
dilakukan. (kutipan rachmat soemitro dari buku Muhammad 
Djafar Saidi, 2010. Pembaruan hukum pajak edisi revisi. hlm 
258) 
  
Sahnya secara hukum suatu surat paksa tatkala yang menerbitkan 
adalah pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak 
daerah dengan berisikan hal-hal di antaranya: 
 Nama wajib pajak atau penanggung pajak 
 Nomor pokok wajib pajak atau penanggung pajak 
 Alamat wajib pajak atau penanggung pajak 
 Jenis pajak yang terutang 
 Tahun pajak 
 Jumlah pajak yang terutang ditambah dengan biaya penagihan pajak 
 Keterangan yang menjadi dasar penagihan pajak dan perintah 
membayar 
 Ditandatangani dan diterbitkan oleh pejabat pajak34. 
b. Penyitaan 
Upaya yang bersifat memaksa dalam tindakan pelaksanaan surat 
paksa menurut hukum pajak adalah penyitaan. Penyitaan menurut Pasal 1 
angka 14 UU PPDSP adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai 
barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang 
pajak menurut peraturan perundang-undangan.  Seyogianya pengertian 
                                                          
34 Muhammad Djafar Saidi, 2010. Pembaruan hukum pajak edisi revisi. hlm 257 
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penyitaan tidak hanya mencantumkan penanggug pajak, tetapi juga wajib 
pajak sebagai suatu kesatuan yang bertanggung jawab atas pelunasan 
pajak yang terutang. Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak pusat atau 
daerah berdasarkan penugasan dari pejabat pajak yang bertugas 
mengelola pajak pusat atau pajak daerah untuk menguasi barang-barang 
milik wajib pajak atau penanggung pajak, guna dijadikan jaminan terhadap 
utang pajak yang belum terbayar35. 
c. Pencegahan 
Pencegahan merupakan upaya paksa dalam tindakan pelaksanaan 
surat paksa. Pencegahan menurut Pasal 1 angka 17 UU PPDSP adalah 
larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu 
untuk keluar dari wilayanh negara Repunlik Indonesia berdasarkan alasan 
tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Ketentuan ini mengandung kekurangan karena tidak mencantumkan wajib 
pajak sebagai salah satu yang dapat dicegah untuk tidak keluar wilayah 
negara Republik Indonesia. Secara hukum, wajib pajak adalag 
penanggung pajak, tetapi penanngung pajak bukan merupakan wajib 
pajak. Oleh karena itu, pengertian pencegahan adalah larangan yang 
bersifat sementara terhadap wajib pajak atau penanggunf pajak untuk 
keluar dari wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan alsan tertentu 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku36. 
 
                                                          
35 Op.cit., hlm 264 
36 Muhammad Djafar Saidi, 2010. Pembaruan hukum pajak edisi revisi. hlm 259 
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d. Penyanderaan 
Hukum pajak tidak hanya mengenal adanya hukuman badan 
karena terbukti melakukan tindak pidana pajak, tetapi dikenal pula 
penahanan atas diri wajib pajak atau penanggung pajak sebagai 
konsekuensi dari tindakan pelaksanaan surat paksa. Penahanan atas diri 
wajib pajak atau penanggung pajak disebut sebagai “penyanderaan”. 
Penyenderaan adalah penanggung pajak dengan menenmpatakannya di 
tempat tertentu, penyanderaan tidak boleh dilakukan sebelum 
dilaksanakan pencegahan karena merupakan tindak lanjutan dari 
pencegahan. 
Penyanderaan bertujuan agar wajib pajak atau penanggung pajak 
atu keluargannya membayar lunas utang pajak yang selama ini terutang. 
Penyanderaan mengadung konsekuensi tidak bebasnya wajib pajak atau 
penanggung pajak untuk berhubungan dengan keluarganya. 
Penyanderaan sebagai upaya paksa dalam hukum pajak tidak termasuk 
dalam kategori pelanggaran hak asasi wajib pajak atau penanggung 
pajak, karena penyanderaan dilakukan atas ketidak patuhan wajib pajak 
atau penanggung pajak untuk melunasi utung pajaknya37. 
Jangka waktu penyanderaan paling lama enam bulan dan dapat 
diperpanjang untuk selama-lamanya enam bulan. Perpanjang jangka 
waktu tersebut tidak selalu dilaksanakan kalau wajib pajak atau 
penanggung pajak pada saat disandera dapat melunasi untung pajak dan 
                                                          
37 ibid., hlm 271 
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biaya penagihan pajak. Kecuali pada penyanderaan tahap pertama belum 
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Perpanjang 
penyanderaan untuk jangka waktu enam bulan kemudian dilakukan oleh 
pejabat pajak berdasarkan surat keputusan perpanjangan penyanderaan. 
Dalam hal ini, wajib pajak atau penanggung pajak wajib tetap berada 
dalam tempat penyanderaan semula. 
Kadang kala penyanderaan terhadap wajib pajak atau penaggung 
pajak tidak menghabiskan jangka waktu enam bulan atau tidak 
diperpanjang untuk kedua kalinya karena ada faktor-faktor yang 
menyebabkan berakhirnya penyanderaan tersebut. Faktor-faktor yang 
menyebabkan wajib pajak atau penanggung pajak yang menyebabkan 
wajib pajak yang disandera dapat dilepaskan, karena: 
a. Apabila utang pajak dan biaya penagihan Pajak telah dibayar lunas. 
b. Apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintaj 
penyanderan telah berakhir. 
c. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap dan  
d. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari menteri keuangan atau 
gubernur kepala daerah38. 
  Penyenderaan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak tidak 
mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan 
penangihan pajak. hal ini didasarkan atas anggapan bahwa pajak yang 
                                                          
38 Muhammad Djafar Saidi, 2010. Pembaruan hukum pajak edisi revisi. hlm 273 
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terutag hanya pada negara bukan pada orang perorangan sebagai utang 
biasa (utang perdata). Demikian pula mengenai penagihan pajak tidak 
boleh dihentikan karena merupakan wewenang pejabat pajak yang 
bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah yang bersumber dari 
UU PPDSP sebagaimana telah disepakati oleh rakyat dengan presiden. 
Kesepakatan tersebut menciptakan suatu kaidah hukum yang wajib untuk 
ditaati dalam pelaksanaannya, oleh : 
a. Wajib pajak atau penanggung pajak 
b. Pejabat pajak yang bertugas   mengelola pajak pusat atau pajak daerah 
atau 
c. Juru sita pajak pusat atau daerah39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
39 Muhammad Djafar Saidi, 2010. Pembaruan hukum pajak edisi revisi. hlm 274 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
1. Lokasi Penelitian     
         Penelitian akan dilakukan di Provinsi Maluku tepatnya di Kota 
Ambon. Alasannya penulis memilih Kota Ambon adalah karena di Kota 
Ambon Pemerintah Daerahnya sendiri baru siap mengelola PBB-P2 pada 
tahun 2014 dan bisa dibilang masih baru, karena itulah pasti ada kendala-
kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Ambon 
dalam mengelola PBB-P2, dari situlah penulis tertarik mengambil Kota 
Ambon sebagai tempat penelitian penulis agar penelitian ini nantinya bisa 
bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kota Ambon untuk meng-
optimalisasikan pengelolaan PBB-P2. 
2. Pendekatan Penelitian                   
          Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Normatif 
Empires, yaitu penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis 
sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan 
karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada 
perpustakaan dan data priemer yang diambil dari fakta-fakta yang ada di 
dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah yang 
sesuai dengan hukum. Serta dikaji dari berbagai aspek seperti aspek 
teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan 
umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat 
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suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa 
hukum.  
3. Sumber Data  
Sumber data dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data, 
yaitu: 
1.   Sumber data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 
asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini 
subjek (orang), secara individual ataupun kelompok, sebuah kejadian 
atau kegiatan, dan hasil pengujian. 
2.   Sumber data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh 
oleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara 
(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya 
berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam 
arsip (data dokumenter) baik yang di publikasikan ataupun tidak 
dipublikasikan. Cara-cara pengambilan data penulis lakukan secara: 
      A. Manual 
      B. Online 
      C. Perpaduan manual dan online. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
       Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu : 
1. Peneleitian Lapangan (Field Research). 
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       Dalam penulisan skripsi ini peneliti melakukan riset ke kantor 
Walikota Ambon atau lebih tepatnya Dinas Pendapatan Kota Ambon, 
dan juga aparat pajak yang terkait dengan penagihan pajak dengan 
maksud untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Penagihan Hutang 
Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terkait Hutang 
Pajak Tahun 1999-2013 oleh Pemerintah Kota Ambon, hal tersebut 
merupakan sasaran penelitian penulis. Penulis secara langsung turun 
ke lapangan dan meminta data-data yang diperlukan. Dengan cara 
inilah Penulis mengumpulkan data guna melengkapi dan mendukung 
uraian selanjutnya dalam penyelesaian skripsi ini. 
2. Penelitian Pustaka (Library Research) 
         Dalam metode ini penulis melakukan penelitian melalui 
kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang 
berhubungan dengan pokok permasalahan, atau mengambil dari 
internet, serta juga mempelajari Peraturan Perundangan Undangan 
yang dianggap relevan serta mendukung untuk skripsi ini. 
5. Prosedur Pengumpulan Data 
        Prosedur pengumpulan data antar lain adalah dengan cara : 
1. Wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 
pewawancara (interviwer) untuk memperoleh informasi dari 
terwawancara. 
2. Kuesioner atau angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 
digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 
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laporan tentang pribadinya atau hal yang diketahui. dan Kuesioner 
yang dipakai penulis adalah Kuesioner terbuka dimana kuesioner 
yang diberikan ke narasumber dan narasumber akan diberikan 
kesempatan untuk menjawab dengan jawabannya sendiri. 
3. Observasi adalah cara pengambilan data dengan pengamatan 
langsung yang dapat dilakukan dengan semua alat indra. 
    4.  Mengambil data yang sudah ada (dari buku, koran, atau pun media 
online). 
6 Analisis Data  
        Proses analisis data dimulai dari menelaah seluruh data yang telah 
tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang 
sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya 
sampai dengan penarikan kesimpulan. Di dalam menganalisis data 
peneliti mengacu pada beberapa tahapan antara lain: 
1.   Pengumpulan informasi dilakukan melalui wawancara terhadap key 
informan/orang yang tepat yang sesuai dengan penelitian, kemudian 
observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang 
dilakukan guna mendapatkan sumber data yang diharapkan. 
2.    Reduksi data yaitu proses pemilihan data dari catatan-catatan di 
lapangan selama meneliti untuk memilih informasi mana yang 
dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi 
pusat penelitian di lapangan. 
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3.    Penyajian data yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk 
naratif, grafik, dan tabel yang bertujuan untuk memperjelas 
pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian 
disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan. 
4.   Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu 
mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur 
sebab akibat dan proporsi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara 
cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada 
catatan-catatan di lapangan sehingga data-data dapat di uji 
validasinya. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
1. Sekilas Tentang Kota Ambon 
Kota Ambon atau Amboina atau Ambonese adalah sebuah kota dan 
sekaligus menjadi ibu kota dari Provinsi Maluku, Indonesia. Kota ini 
dikenal juga dengan sebutan Ambon Manise yang berarti Kota Ambon 
yang indah/manis/cantik, merupakan kota terbesar di wilayah kepulauan 
Maluku dan menjadi sentral bagi wilayah kepulauan Maluku. Saat ini Kota 
Ambon menjadi pusat pelabuhan, pariwisata dan pendidikan di wilayah 
kepulauan Maluku. 
Kota Ambon berbatasan dengan Laut Banda disebelah selatan dan 
dengan kabupaten Maluku Tengah di sebelah timur (pulau-pulau Lease 
yang terdiri atas Pulau Haruku, Pulau Saparua, Pulau Molana Dan Pulau 
Pombo Dan Pulau Nusalaut), di sebelah barat (petuanan Negeri Hila, 
Leihitu, Maluku Tengah dan Kaitetu, Leihitu, Maluku Tengah yang masuk 
dalam Kecamatan Leihitu, Maluku Tengah) dan di sebelah utara 
(Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah). 
Kota ini tergolong sebagai salah satu kota utama dan kota besar 
diregion pembangunan Indonesia Timur dilihat dari aspek perkembangan 
dan pertumbuhan ekonomi. Ambon, sempat diguncang kerusuhan sosial 
bermotifkan SARA pada tahun 1999. Namun, saat ini Ambon Manise 
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sudah berbenah diri menjadi kota yang lebih maju dan dilirik sebagai kota 
internasional di Indonesia Timur. 
Dilihat dari aspek demografis dan etnisitas, Kota Ambon ini 
merupakan potret kota yang plural. Di mana dikota ini berdiam etnis-etnis 
Alifuru (asli Maluku), Jawa, Bali, Buton, Bugis, Makassar, Papua, Melayu, 
Minahasa, Minang, Flobamora (suku Flores, Sumba, Alor dan Timor) dan 
orang-orang keturunan asing (komunitas peranakan Tionghoa, komunitas 
Arab-Ambon, komunitas Spanyol-Ambon, komunitas Portugis-Ambon dan 
komunitas Belanda-Ambon). 
Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 2 Tahun 
2006 wilayah administratif Kota Ambon dimekarkan menjadi 5 kecamatan 
dari sebelumnya 3 kecamatan, yang membawahi 20 kelurahan dan 30 
desa/negeri40 . Tabel 1 berikut pada halaman selanjutnya memberikan 
gambaran tentang hasil pemekaran wilayah administrasi Kota Ambon 
sesuai Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 tahun 200641. 
 
 
 
 
                                                          
40 Negeri adalah Kesatuan Masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat dan hukum adat setempat dan 
diakui oleh sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
41 Andre Huwae*, Sejarah Kembalinya Struktur Organisasi Pemerintahan Negeri dari Organisasi Pemerintahan 
Desa dan Pemekaran Kecamatan di Kota Ambon, 2009. hlm, 85 (Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 
tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Leitimur selatan dan Kecamatan Teluk Ambon). 
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Tabel 1. Wilayah Administrasi Kota Ambon Hasil Pemekaran 
Tahun 2006 
(Sumber : Data dan Informasi UPTD PBB  DISPENDA Kota Ambon, 2016) 
Secara Astronomis, wilayah administrasi Kota Ambon berada 
antara 3º - 4o Lintang Selatan dan 128o – 129o Bujur Timur, dengan batas-
batas wilayah sebagai berikut :  
Sebelah Utara     : Petuanan Desa Hitu, Hila dan Kaitetu dari  
                    Kecamatan Leihutu Kabupaten Maluku Tengah.  
Sebelah Selatan  : Laut Banda. 
Sebelah Timur     : Petuanan Desa Suli dari Kecamatan Salahutu  
                    Kabupaten Maluku Tengah.  
Sebelah Barat     : Maluku Tengah. 
 
 
 
Kecamatan 
 
 
 
Ibukota 
 
Jumlah Desa/Kelurahan 
 
 
 
Luas Wilayah (Km2) 
 
Desa/Negeri 
 
Kelurahan 
 
 
Nusaniwe 
 
Amahusu 
 
5 
 
8 
 
88.35 
 
Sirimau 
 
Karang panjang 
 
4 
 
10 
 
86.82 
 
Baguala 
 
Passo 
 
6 
 
1 
 
40.11 
 
Leitimur Selatan 
 
Laehari 
 
8 
 
- 
 
50.50 
 
Teluk Ambon 
 
Wayame 
 
7 
 
1 
 
93.67 
 
Jumlah  
 
30 
 
20 
 
359.45 
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Saat ini, kota Ambon terbagi atas 5 kecamatan yaitu Nusaniwe, 
Sirimau, Teluk Ambon, Teluk Baguala dan Leitimur Selatan, yang terbagi 
lagi atas 50 kelurahan/desa. 
2. Pelaksanaan Penagihan Hutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun  
    1999-2013 oleh Pemerintah Kota Ambon. 
  Mulai 1 Januari Tahun 2014, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
tidak lagi dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melainkan telah 
dilimpahkan pegelolaanya kepada Pemerintah Kota Ambon atau lebih 
tepatnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Ambon. Hal tersebut mengacu 
pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 77 42  mengenai 
peralihan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat ke 
Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 
mengenai Pajak Daerah Kota Ambon .  
 Dengan peralihan tersebut, penerimaan dari PBB-P2 100% akan 
masuk ke Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota. Dimana sebelumnya, 
saat masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kabupaten/ kota 
hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8% dari total PBB-P2. Selain itu, 
                                                          
42                                                      Undang-Undang No.28 Tahun 2009 
Pasal 77 
(1)Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, 
dikuasai,  dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 
kegiatan usaha  perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.  
(2)Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:  
a.jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, 
yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks  Bangunan tersebut 
b.jalan tol;  
c.kolam renang;  
d.pagar mewah;  
e.tempat olahraga;  
f.galangan kapal, dermaga;  
g.taman mewah;  
h.tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan  
i.menara 
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Pemerintah Pusat juga mengalihkan semua kewenangan terkait 
pengelolaan PBB-P2 kepada kabupaten atau kota. Kewenangan itu 
diantaranya proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, 
penagihan dan pelayanan pajak. 
 Dalam pelaksanaan penagihan hutang pajak PBB-P2 Tahun 1999-
2013 Pemerintah Kota Ambon melakukan Penagihan Secara Biasa 
dengan hanya menggunakan SPPTD, sedangkan pada Penagihan 
Kurang Bayar dan Kurang Bayar Tambahan, Penagihan Seketika dan 
Sekaligus, dan Penagihan Secara Paksa Tidak dapat di lakukan 
penagihannya oleh Pemerintah Kota Ambon dikarenakan tidak adanya 
atau tidak diserahkannya data administrasi, data wajib pajak dan juga 
objek pajak pada saat pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor 
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Kantor Pajak Pratama (KPP) ke 
Pihak Pemerintah Kota Ambon.   
A. Pelaksanaan Penagihan Secara Biasa 
Pada awal pengalihan PBB-P2 dari pajak pusat menjadi pajak 
daerah, Pemerintah Kota Ambon terbebankan dengan hutang pajak PBB-
P2 sebesar 17,2 Miliar yang belum dibayar atau dilunasi oleh -/+ 23.000 
wajib pajak Kota Ambon dari tahun 1999-2013 (hutang pajak pada saat 
masih dikelola oleh KPP),dan dikarenakan ketidak cocokan data dari KPP 
(Kantor Pajak Pratama) by name by addres, sehingga Pemerintah Kota 
Ambon mengambil kebijakan untuk mengggunakan data tahun 1999 dari 
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KPP untuk melakukan penagihan dengan dasar kewenangan penagihan 
berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang 
Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah Pasal 1 
Ayat 5 & 643, dan disesuaikan dengan peraturan daerah Kota Ambon 
Nomor. 4 Tahun 2013 Pasal 25 & Pasal 26 tentang daluwarsa 
penagihan44 . 
 Dikarenakan penagihan piutang pajak PBB-P2 yang penagihannya 
dilakukan oleh DISPENDA Kota Ambon Pada awal Pengalihan PBB-P2 
terkait hutang pajak dari tahun 1999-2013 telah daluwarsa masa 
penagihanya dikarenakan menggunakan data tahun 1999 maka 
penagihan yang dilakukan hanya berdasarkan pada kesediaan, dan 
                                                          
43                Pasal 1 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor  
                                             15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 
 
5. Piutang PBB-P2 adalah rincian piutang yang timbul atas pendapatan PBB-P2 sebagaimana diatur dalam 
undang-undang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember sebelum Tahun Pengalihan, 
baik yang belum daluwarsa maupun telah daluwarsa hak penagihannya sesuai undang-undang perpajakan 
tetapi belum dilakukan penghapusan piutang PBB-P2 oleh Menteri Keuangan. 
6. Piutang PBB-P2 netto adalah nilai piutang PBB-P2 per tanggal 31 Desember sebelum tahun pengalihan 
dikurangi dengan penyisihan piutang PBB-P2 tidak tertagih agar nilai piutang PBB-P2 sama dengan nilai 
bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). 
44                                        Peraturan Daerah Kota Ambon No.4 Tahun 2013  
Pasal 25 
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun 
terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan daerah.  
      (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:  
a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau  
b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.  
      (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
kedaluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.  
      (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib 
pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada 
Pemerintah Daerah.  
(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui 
dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib 
pajak.  
Pasal 26  
(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah 
kedaluwarsa dapat dihapus.  
(2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).  
        (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Walikota. 
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kesadaran wajib pajak bahwa membayar dan melunasi pajak adalah 
tanggung jawab mereka selaku wajib pajak Kota Ambon serta juga untuk 
mendapatkan bukti lunas pembayaran PBB-P2. (Hasil konfirmasi dan 
wawancara dengan Ibu CH. Pattiradjawane, September 2016). 
 
Mengenai ketidak lengkap-an data wajib dan objek pajak yang 
diserahkan dari pihak KPP kepada DISPENDA Kota Ambon,  diungkapkan 
oleh salah satu petugas pajak di DISPENDA Kota Ambon yaitu Bapak 
Indra, beliau mengungkapkan : 
“ya ketika awal pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan 
Pedesaan dan Perkotaan dari Kantor Pajak Pratama (KPP) ke 
Pemerintah Daerah Kota Ambon itu data” wajib pajak tidak-lah 
lengkap sehingga menyulitkan petugas DISPENDA dalam 
melakukan penagihan hutang pajak tahun 1999-2013”.(hasil 
wawancara, april 2016) 
 
a. Penagihan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Daerah. 
Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 50 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 
2009 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan 
objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 
Dalam melakukan penagihan hutang pajak PBB-P2 tahun 1999 -
2013 Dinas Pendapatan Daerah Kota Ambon melakukan penagihan aktif 
langsung ke wajib pajak by name by addres. Dibawah ini disajikan data 
jumlah SPPTD yang diterbitkan dan realisasi pokok ketetapan pajak yang 
dilakukan sendiri penagihannya oleh DISPENDA Kota Ambon, berikut 
pada halaman selanjutnya disajikan datanya 
 
 
46 
 
Tabel 2. Jumlah SPPTD yang Diterbitkan dan yang Terealisasi Oleh 
DISPENDA Kota Ambon Terkait Hutang PBB-P2 Tahun 1999-2013. 
      (Sumber : Data dan Informasi UPTD PBB DISPENDA Kota Ambon,Maret  2016) 
Tabel 3. Jumlah Pokok Ketetapan Pajak dan yang Terealisasi Oleh 
DISPENDA Kota Ambon Terkait Hutang PBB-P2 Tahun 1999-2013. 
 
 
No 
 
Kecamatan 
 
Jumlah pokok Ketetapan 
Pajak 
 
Realisasi 
Ketetapan Pajak 
 
 
% 
 
1 
 
Nusaniwe 
 
414.449.187 
 
64.043.563 
 
15.5 
 
2 
 
Sirimau 
 
1.219.965.912 
 
373.441.809 
 
30.6 
 
3 
 
Baguala 
 
415.779.339 
 
72.193.828 
 
17.5 
  
Jumlah 
 
2.050.194.438 
 
510.399.200 
 
24.8 
(Sumber : Data dan Informasi UPTD PBB Dispenda Kota Ambon,Maret  2016) 
 Dari data diatas bisa dilihat bahwa DISPENDA Kota Ambon telah 
melakukan penagihan terhadap 3 kecamatan di kota Ambon yaitu 
Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Sirimau, dan Kecamatan Baguala. 
 
No 
 
Kecamatan 
 
Pokok Ketetapan SPPTD 
 
Realisasi SPPTD 
 
1 
 
Nusaniwe 
 
13.530 
 
2.716 
 
2 
 
Sirimau 
 
21.659 
 
4.901 
 
3 
 
Baguala 
 
17.583 
 
3.716 
  
Jumlah 
 
52.772 
 
11.333 
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Penagihan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Daerah 
(SPPTD) yang dilakukan oleh pihak DISPENDA Kota Ambon pada awal 
pengalihan PBB-P2 tahun 2014. Dikarenakan tidak adanya data yang  
jelas (ketidak jelasan data by name by adress)  dari KPP mengenai 
piutang pajak PBB-P2 tahun 1999-2013 maka Pemerintah Daerah Kota 
Ambon baru melakukan penagihan pada Tahun 2014 dengan kebijakan 
menggunakan data tahun 1999.  
Dari penagihan yang dilakukan oleh DISPENDA Kota Ambon 
dengan Surat Pemberitahuan Pajak Teruhutang Daerah (SPPTD), bisa 
disimpulkan bahwa jumlah hutang pajak terbesar ada pada Kecamatan 
Sirimau dengan pokok ketetatapan spptd-nya 21.659, pokok ketetapan 
pajak sebesar Rp 1.219.965.912 dan realisasi penagihannya Rp. 
373.441.809, hal ini dikarenakan di Kecamatan Sirimau merupakan pusat 
dari Kota Ambon dimana pada kecamatan tersebut banyak terdapat pusat 
perbelanjaan, pertokoan besar, dan usaha-usaha masyarakat sehingga 
tercatat 1 wajib pajak saja jumlah PBB-P2-nya cukup besar jika dihitung 
berdasarkan NJOP-nya, sedangkan piutang pajak yang paling rendah ada 
pada Kecamatan Nusaniwe dengan pokok ketetapan sppt 13.530, pokok 
ketetapan pajaknya sebesar Rp. 414.449.187 dan realisasi penagihannya 
hanya Rp. 64.043.563. 
Dan dari data penagihan menggunakan Surat Pemberitahuan 
Pajak Teruhutang Daerah, yang dilakukan oleh DISPENDA Kota Ambon 
pada Tahun 2014, total realisasinya baru mencapai Rp. 510.399.200 atau 
 
 
48 
 
24.9% dari Pokok Ketetapan sebesar Rp. 2.049.194.438 dari 3 kecamatan 
di Ambon, itu berarti bisa disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Ambon 
mengalami kerugian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 
1.538.515.238 atau 75% yang dimana belum dilunasi oleh -/+ 23.000 
wajib pajak Kota Ambon sampai dengan tahun 2016 saat ini. 
Kemudian dari penagihan aktif yang dilakukan oleh Pemerintah 
Kota Ambon by name by address, terdapat sisa SPPTD dan sisa Pokok 
Ketetapan yang belum dilunasi oleh wajib pajak di Kota Ambon, berikut  
disajikan datanya : 
Tabel 4. Jumlah Sisa Pokok Ketetapan Pajak dan SPPTD Kota Ambon 
Terkait Hutang PBB Tahun 1999-2013. 
 
 
No 
 
 
Kecamatan 
 
Jumlah Sisa pokok 
Ketetapan  
Pajak 
 
 
Sisa SPPTD 
 
 
% 
 
1 
 
Nusaniwe  
 
350.405.624 
 
10.814 
 
84.5 
 
2 
 
Sirimau  
 
845.524.103 
 
16.758 
 
69.4 
 
3 
 
Baguala 
 
342.865.511 
 
13.867 
 
82.5 
  
Jumlah 
 
1.538.795.238 
 
41.439 
 
- 
    (Sumber : Data dan Informasi UPTD PBB Dispenda Kota Ambon,Maret  2016) 
Dari data sisa Pokok Ketetapan dan SPPTD yang disebarkan oleh 
DISPENDA Kota Ambon bisa disimpulkan berdasarkan data di atas 
bahwa lebih banyak sisa pokok ketetapan dan SPPTD dari pada realisasi 
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penagihannya, pada Kecamatan Nusaniwe realisasi penagihannya Rp. 
64.043.563 atau 15.5% dari pokok ketetapan Rp. 414.449.187  dengan 
sisa Pokok ketetapannya 350.405.624 atau 84.5% dan pada Kecamatan 
Sirimau realisasi penagihannya Rp. 373.414.809 atau 30.6% dari pokok 
ketetapan Rp. 1.218.965.912  dengan sisa Pokok ketetapannya Rp. 
845.524.103 atau 70% sedangkan pada Kecamatan Baguala realisasi 
pokok ketetapannya Rp. 72.913.828 atau 17.5%  dari pokok ketetapan 
Rp. 415.779 dengan sisa Pokok ketetapannya Rp. 342.869.511. atau 
82.4%. 
Dari hasil sisa pokok penagihan pajak dan sisa SPPTD, hal ini 
membuktikan bahwa wajib pajak di Kota Ambon terbilang masih minim 
atau rendah kesadarannya dalam membayar pajak dan melunasi 
tanggung jawab mereka, namun selain karena faktor minimnya kesadaran 
wajib pajak Kota Ambon dalam membayar pajak adapun beberapa faktor 
lain yang mempengaruhi tidak optimalnya penagihan piutang PBB-P2 
tahun 1999-2013 yaitu ditemukannya banyak SPPTD yang double data 
serta bermasalah kemudian juga di lapangan ditemukan banyak sekali 
wajib pajak yang telah berpindah tempat tinggal atau berpindah domisili 
dari Kota Ambon  pasca Konflik bermotif SARA yang terjadi di kota Ambon 
pada Tahun 1999, ini dibuktikan dengan wawancara penulis dengan ibu 
C.H. Pattiradjawane Kepala UPTD PBB dan BPHTB DISPENDA Kota 
Ambon, berikut hasil wawancaranya : 
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“Disaat petugas turun kelapangan ditemukan banyak Surat 
Penagihan Pajak Terhutang (SPPTD) Pajak Bumi dan Bangunan 
yang bermasalah serta double data. “Sehingga kondisi demikian 
menyulitkan petugas untuk melakukan penagihan PBB-P2. Selain 
itu, Pendistribusian SPPT ke desa/ kelurahan kadang tidak sampai 
ke tangan wajib pajak dikarenakan Wajib Pajak (WP) telah 
berpindah domisili atau sudah berpindah tempat tinggal”. (Ambon, 
Maret 2016) 
 
Selain itu menurut ibu Dwi Setyorini Hapsari, S.Kom salah satu staf 
di Dinas Pendapatan Daerah Kota Ambon (hasil wawancara penulis 
dengan beliau, maret 2016), faktor hambatan dalam pelaksanaan 
penagihan antara lain: 
i. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB-P2). 
ii. Tidak jelasnya alamat wajib pajak atau letak objek pajak bumi dan 
bangunan sektor perdesaan dan perkotaan sehingga membuat 
fiskus mengalami kesulitan dalam menyebarkan surat himbauan 
pembayaran. 
iii. Kurangnya kedisiplinan wajib pajak bumi dan bangunan dalam 
membayar dan menyetor pajak bumi dan bangunan sektor 
perdesaan dan perkotaan karena yang terjadi masih banyak wajib 
pajak yang terlambat membayar. 
 
  Dari penjelasan kepala UPTD beserta jajarannya, penulis bisa 
menyikapi, bahwa masih banyak wajib pajak di Kota Ambon yang belum 
sadar dan mengerti tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan 
dan perkotaan (PBB-P2), dan sesuai dengan yang ingin penulis teliti yaitu 
terkait penagihan hutang pajak PBB-P2 Tahun 1999 - 2013, dapat dilihat 
bahwa faktor-faktor yang menunjang agar pemungutan ini dapat 
dioptimalkan yaitu, yang pertama adalah wajib pajak harus turut 
berpartisipasi dan mengerti pentingnya membayar pajak walaupun 
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keuntungannya tidak dirasakan secara langsung, yang kedua yaitu 
kelengkapan data yang juga tidak kalah pentingnya agar tidak menyulitkan 
petugas dalam melakukan penagihan terkait hutang pajak PBB-P2 Tahun 
1999 - 2013 dan penagihanya dapat berjalan secara optimal. 
  dan ternyata dari dua faktor tersebut masih menjadi kendala yang 
dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Ambon dalam melakukan 
penagihan hutang pajak PBB-P2 Tahun 1999 – 2013, ini dibuktikan 
dengan hasil wawancara penulis di atas dengan kepala UPTD PBB-P2 
Kota Ambon dan Ibu Dwi Septyorini Hapsari, S.Kom. 
b. Penagihan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah. 
Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok 
pajak yang terutang (Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 Pasal 1 
Ayat (53)). selain menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
Daerah (SPPTD) Pemerintah Kota Ambon Atau lebih tepatnya Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Ambon sebagai Pihak yang berwenang dalam 
melakukan penagihan pajak, seharusnya juga dapat melakukan 
penagihan hutang pajak tahun 1999-2013 dengan menggunakan SKPD 
atau Surat Ketetapan Pajak Daerah. 
Dan sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 28 
tahun 2009 surat Ketetapan Pajak Daerah diterbitkan apabila SPOP tidak 
di isi dengan jelas oleh wajib pajak atau tidak di sampaikan dalam jangka 
waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dalam surat 
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teguran maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk 
Mengeluarkan atau Menerbitkan SKPD untuk wajib pajak tersebut. 
Namun yang terjadi pada pihak Pemerintah Kota Ambon, mereka 
mengalami kendala untuk melakukan penagihan dikarenakan data SKPD 
yang ada pada DISPENDA Kota Ambon tidaklah lengkap, mereka hanya 
memiliki data Jumlah Pokok SKPD dan pokok Ketetapan Pajak dari tahun 
1999–2013, karena data administarasi, data wajib pajak dan objek pajak 
disetiap Kecamatan dan Kelurahan di Kota Ambon tidak disertakan pada 
saat pengalihan dan penerimaan data dari KPP pada tahun 2014. 
Berikut disajikan data Surat Ketetapan Pajak Daerah dari Tahun 
1999-2013 : 
Tabel 5. Data Pokok Surat Ketetapan Pajak Daerah Tahun 1999-
2013 Wajib Pajak Kota Ambon. 
  
 
No 
 
Tahun 
 
SKPD 
 
Ketetapan Pajak 
 
% 
 
1 
 
1999  
 
41.439 
 
1.538.795.238 
 
- 
 
2 
 
2000  
 
39.495 
 
1.430.185.042 
 
- 
 
3 
 
2001  
 
36.558 
 
1.399.050.956 
 
- 
 
4 
 
2002 
 
41.700 
 
1.099.978.056 
 
- 
 
5 
 
2003 
 
43.473 
 
1.165.508.584 
 
- 
 
6 
 
2004 
 
46.751 
 
1.772.324.300 
 
- 
 
7 
 
2005 
 
45.699 
 
1.634.110.984 
 
- 
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8 
 
2006 
 
38.983 
 
2.043.632.722 
 
- 
 
9 
 
2007 
 
40.230 
 
2.755.408.575 
 
- 
 
10 
 
2008 
 
47.108 
 
4.196.674.634 
 
- 
 
11 
 
2009 
 
42.933 
 
4.138.245.865 
 
- 
 
12 
 
2010 
 
43.290 
 
4.646.074.513 
 
- 
 
13 
 
2011 
 
44.346 
 
5.044.906.345 
 
- 
 
14 
 
2012 
 
42.027 
 
5.185.833.029 
 
- 
 
15 
 
2013 
 
39.249 
 
4.679.984.687 
 
- 
  
Jumlah  
 
633.281 
 
42.730.713.530 
 
- 
    (Sumber: Data dan Informasi UPTD PBB Dispenda Kota Ambon,Maret  2016) 
Berdasarkan data surat ketetapan pajak daerah di atas yang 
diserahkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) ke DISPENDA Kota Ambon 
bisa dilihat bahwa ketetapan pajak paling rendah ada pada tahun 2002 
dengan SKPD-nya 41.700 dengan ketetapan pajak-nya 1.099.978.056, 
sedangkan surat ketetapan pajak paling besar berada pada tahun 2012 
dengan jumlah SKPD-nya 42.027 dengan ketetapan pajak-nya 
5.185.833.029. 
Dan dari data Pokok Ketetapan SKPD di atas dapat disimpulkan 
bahwa penagihan hutang pajak PBB-P2 tahun 1999-2013 mengunakan 
SKPD hingga 2016 saat ini belum bisa terealisasi, pihak DISPENDA Kota 
Ambon tidak bisa melakukan penagihan dikarenakan tidak lengkapnya 
data pada saat pengalihan PBB-P2 dari KPP sehingga menyebabkan 
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Pemerintah Kota Ambon mengalami kerugian Pendapatan Asli Daerah 
dari penagaihan menggunakan SKPD ini sebesar Rp. 42.730.713.530 
(hutang 15 tahun dihitung dari data diatas tahun 1999-2013), bisa dibilang 
Pemerintah Daerah Kota Ambon mengalami kerugian yang cukup besar. 
c. Penagihan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Daerah 
dan Kurang Bayar Tambahan Daerah. 
Penagihan dengan Surat Ketetapan Kurang Bayar digunakan untuk 
menenetukan besarnya jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, 
besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Surat 
pemberitahuan ketetapan pajak kurang bayar diterbitkan apabila surat 
pemberitahuan tidak disampaikan oleh wajib pajak dalam jangka waktu 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP Pasal 3 Ayat (3)45 
dan setelah ditegur secara tertulis dan tidak disampaikan pada pihak 
petugas pajak atau belum melunasi hutang pajaknya setelah ditegur 
secara tertulis dan tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana 
ditentukan dalam surat teguran, maka akan dilakukan penagihan 
menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 
kemudian dilanjutkan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 
                                                          
45    Undang-Undang RI No. 28 tahun 2007 tentang KUP 
 
(3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah : 
  a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak; 
  b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunnan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 
(tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau 
  c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunnan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) 
bulan setelah akhir Tahun Pajak. 
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Bayar Tambahan apabila setelah di periksa dan ternyata ada wajib pajak 
yang sudah membayar pajaknya tetapi masih kurang dari pokok ketetapan 
yang ditentukan, namun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan tidak akan diterbitkan apabila tidak didahului oleh Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar . 
Namun yang terjadi pada Pemerintah Kota Ambon atau lebih 
tepatnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Ambon ternyata tidak ada  atau 
tidak ditemukannya data administrasi, data wajib pajak dan objek pajak 
terkait dengan penagihan menggunakan Surat Ketetapan Daerah  Kurang 
Bayar dan Kurang Bayar Tambahan tersebut, dikarenakan pada saat 
pengalihan dari Kantor Pajak Pratama ke Pemerintah Kota Ambon tidak di 
sertakan dengan  Administrasi dan Data dari setiap transaksi (Penagihan 
Secara Paksa, Penagihan Seketika dan Sekaligus, dan Penagihan Kurang 
Bayar dan Kurang Bayar Tambahan).  
Berikut pada halaman selanjutnya dilampirkan gambar surat 
keterangan tidak ada data dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Ambon 
(DISPENDA Kota Ambon) : 
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Gambar 1. (Sumber : Data dan Informasi UPTD PBB Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Ambon, Agustus 2016). 
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B. Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus 
 Pajak yang terhutang  selain  ditagih secara biasa, dapat pula 
ditagih dengan cara penagihan secara seketika dan sekaligus Penagihan 
Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang 
dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa 
menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang 
pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.  
Namun yang terjadi Pemerintah Kota Ambon mereka juga tidak 
memiliki data terkait Penagihan Sekaligus dan Seketika tahun 1999 
dengan alasan, setelah pengalihan PBB dari Pajak Pusat menjadi Pajak 
Daerah karna tidak diserahkan data wajib pajak tahun 1999 dari KPP  
sehingga pihak Pemerintah Kota Ambon tidak dapat melakukan 
penagihan terhadap wajib pajak secara seketika dan sekaligus.(surat 
keterangan tidak ada data bisa dilihat pada halaman 56) 
 Penulis juga telah melakukan penelitian ke Kantor Pajak Pratama 
dengan maksud untuk meng- konfirmasi terkait data penagihan dengan 
surat ketetapan kurang bayar dan kurang bayar tambahan, penagihan 
seketika dan sekaligus, dan penagihan secara paksa, namun ternyata 
juga tidak ditemukan datanya dengan alasan bahwa data-data yang 
penulis butuhkan telah dihapus dari data base Kantor Pajak Pratama 
karena telah daluwarsa masa penagihannya. (penelitian ke KPP dilakukan pada 
bulan juli 2016). 
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C. Penagihan Secara Paksa 
terkait dengan Penagihan Secara Paksa piutang Pajak PBB tahun 
1999-2013 di kota Ambon, DISPENDA Kota Ambon ternyata juga  tidak 
memiliki data objek dan subjek pajak serta data Administrasi-nya dengan 
alasan yang sama yaitu pada saat penyerahan pengalihan PBB dari Pajak 
Pusat menjadi Pajak Daerah tidak disertai dengan penyerahan data yang 
lengkap dari KPP, hingga saat ini (Tahun 2016). 
(surat keterangan tidak ada data bisa dilihat pada halaman 56). 
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penagihan Pajak 
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kota Ambon. 
 Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penagihan pajak 
adalah unsur-unsur penting yang akan sangat membantu dalam 
pelaksanaan penagihan  guna mencapai hasil yang di inginkan.  
Menurut Ibu CH. Pattiradjawane selaku kepala UPTD PBB-P2 dan 
BPHTB DISPENDA Kota Ambon faktor-faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan dan optimalisasi penagihan PBB-P2 yaitu Kesadaran 
Wajib Pajak dalam Membayar Pajak, Keakuratan Data Subjek dan 
Objek Pajak, dan Sumber Daya Manusia dalam artian Petugas 
Pajak”. 
A. Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. 
Seorang wajib pajak harus menyadari bahwa dengan membayar 
pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan 
daerah, dengan begitu wajib pajak akan membayar pajaknya karena 
merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. 
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Apabila kesadaran wajib pajak tinggi terhadap kepatuhan untuk 
membayar pajak, maka kepatuhan untuk membayar pajak-pun akan tinggi 
dan akan menambah pendapatan daerah dari segi pajak. Dan apabila 
wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib 
pajak maka wajib pajak akan membayar pajaknya. 
Semakin wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan 
perpajakan dan sanksinya, maka semakin mengerti pula wajib pajak 
terhadap sanksi yang akan diterimanya apabila melalaikan kewajiban 
mereka dalam membayar pajak. 
B. Keakuratan Objek dan Subjek Pajak. 
Keakuratan data objek dan subjek pajak dapat di peroleh dengan 
melakukan pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 
dimaksudkan untuk menciptakan suatu basis data yang akurat dan up to 
date dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi PBB-P2 ke 
dalam satu wadah, sehingga pelaksanaannya dapat lebih seragam, 
sederhana, cepat, dan efisien. Dengan demikian, diharapkan akan dapat 
tercipta: pengenaan pajak yang lebih adil dan merata, peningkatan 
realisasi potensi/pokok ketetapan, peningkatan tertib administrasi dan 
peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (PBB-P2), serta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik 
kepada wajib pajak. Untuk menjaga akurasi data objek dan subjek pajak 
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yang memenuhi unsur relevan, tepat waktu, andal, dan mutakhir, maka 
basis data46 tersebut di atas perlu dipelihara dengan baik.   
Maka dari itu hal yang paling penting dalam keakuratan data yaitu 
SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) yang merupakan 
jantung dari PBB-P2 berupa suatu sistem/program yang meng-
integrasikan seluruh aspek pengelolaan administratif yang dapat 
mengolah informasi data objek dan subjek pajak melalui komputerisasi, 
mulai dari proses pendataan, penilaian, penagihan, penerimaan dan 
pelayanan. SISMIOP sendiri memiliki unsur”  pokok yaitu : 
a) .Nomor Objek Pajak (NOP): mengacu pada Peraturan Undang-
Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 83 Ayat (1) & (2)47,   penomoran 
objek pajak  merupakan salah satu elemen yang penting dalam  
pelaksanaan pemungutan PBB-P2, gunanya adalah untuk 
menertibkan administrasi dan juga untuk menciptakan identitas yang 
standar bagi semua objek PBB-P2 di suatu daerah, sehingga semua 
petugas pelaksana PBB-P2 mempunyai pemahaman yang sama 
atas segala informasi yang terdapat pada NOP. 
                                                          
46  Basis Data adalah Kumpulan informasi objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan serta data pendukung 
lainnya dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan tertentu serta disimpan dalam media penyimpan data. 
 
47                              Undang-Undang No. 28 Tahun 2009   
                                                             Pasal 83 
(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP. 
  
(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap 
serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya 
meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal 
diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.                      
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b) .Blok: blok ditetapkan menjadi suatu areal pengelompokan bidang 
tanah terkecil untuk digunakan sebagai petunjuk lokasi objek pajak 
yang unik dan permanen. Syarat utama sistem identifikasi objek pajak 
adalah stabilitas. 
c) .Zona Nilai Tanah (ZNT): ZNT sebagai komponen utama identifikasi 
nilai objek PBB-P2 yang mempunyai satu permasalahan yang 
mendasar, yaitu kesulitan dalam menentukan batasnya karena pada 
umunya bersifat imajiner. Oleh karena itu secara teknis penentuan 
batas ZNT mengacu pada batas penguasaan/kepemilikan atas bidang 
objek pajak. 
C. Sumber Daya Manusia. 
Salah satu tugas penting pemerintah dalam meningkatkan 
penerimaan keuangan daerah melalui pajak salah satunya PBB-P2 ini 
dalam mendukung pembangunan daerah dengan cara meningkatkan 
kualitas Sumber Daya Manusia para petugas pajak. Inilah yang menjadi 
kunci penting dalam membantu penerimaan pajak warga masyarakat 
khususnya warga Kota Ambon. Para petugas pajak meskipun telah 
memiliki pengetahuan dan keterampilan seputar pajak serta seluk 
beluknya, namun dalam kenyataannya target penerimaan pajak dari 
berbagai pelaksanaan penagihan belumlah maksimal. 
     Sehingga para petugas pajak harus aktif bekerja keras dalam 
mendorong wajib pajak untuk taat membayar pajak demi pembangunan 
negeri. Guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Mausia para petugas 
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pajak, maka dibutuhkan pelatihan atau workshop yang bertujuan untuk 
membantu para petugas pajak dalam memahami berbagai aspek penting 
dan mendetail tentang dunia perpajakan seperti, sosialisasi, sanksi pajak, 
wajib pajak, dan sebagainya. Pelatihan diberikan guna membantu petugas 
pajak dalam meningkatkan penerimaan daerah dari wajib pajak. Karena 
pajak bukan hanya soal kewajiban warga masyarakat namun juga bukti 
cinta dalam membangun negeri dan daerah. Pelatihan selain 
meningkatkan pengetahuan (knowledge), juga untuk meningkatkan 
keterampilan (skill) serta sikap (attitude) dari petugas pajak. 
Dari hasil wawancara diatas dengan kepala UPTD PBB-P2 dan 
BPHTB DISPENDA Kota Ambon, penulis dapat menarik kesimpulan 
bahwa 2 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penagihan di Kota 
Ambon, yaitu faktor kesadaran wajib pajak dan keakuratan data objek dan 
subjek pajak masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah 
Kota Ambon dalam pelaksanaan penagihan hutang pajak PBB-P2 tahun 
1999-2013, ini bisa dilihat pada data pelaksanaan realisasi penagihan 
pajak PBB-P2 tahun 1999-2013 menggunakan SPPTD yang 
penagihannya dilakukan oleh DISPENDA Kota Ambon dimana realisasi 
penagihannya  masih sangat jauh dari pokok ketetapan yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Kota Ambon yang berarti bahwa kesadaran wajib pajak 
di Kota Ambon untuk membayar pajak bisa dibilang masih sangat rendah. 
Sedangkan pada faktor keakuratan data objek dan subjek pajak, 
Pemerintah Kota Ambon mengalami kendala yaitu ketidak lengkapannya 
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data dikarenakan  pada saat pengalihan pengelolaan dari pihak KPP ke 
Pemerintah Kota Ambon karena tidak disertai dengan data-data 
administrasi,data objek dan juga subjek pajak terkait penagihan dengan 
SKPD, SKPKBD, SKPKBTD, Penagihan Seketika Dan Sekaligus, juga 
Penagihan Secara Paksa sehinga pada saat melakukan penagihan 
banyak masalah yang ditemukan petugas salah satunya banyak wajib 
pajak yang telah berpindah tempat tinggal atau berpindah domisili serta 
juga membuat Pemerintah Kota Ambon Mengalami Kerugian yang cukup 
besar .  
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BAB V 
PENUTUP 
 
1. KESIMPULAN 
 Berdasarkan uraian penulis, maka penulis dapat berkesimpulan 
sebagai berikut : 
a. penagihan Hutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan 
dan Perkotaan Tahun 1999-2013 oleh Dinas Pendapatan Daerah 
Kota Ambon menggunakan data Tahun 1999 dengan kewenangan 
penagihan hutang pajak tersebut yang berdasar pada Peraturan 
Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 
15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan 
Persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah Pasal 1 Ayat 
5 & 6  yang kemudian disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota 
Ambon No 4 tahun 2013 Pasal 25 & Pasal 26 tentang Daluwarsa 
Penagihan, yang pelaksanaan penagihannya dilakukan pada tahun 
2014, dimana realisasi penagihannya jauh dari pokok ketetapan 
pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Ambon atau bisa 
dikatakan realisasi penagihannya tidaklah optimal dikarekan 
adanya beberapa faktor yang menjadi hambatan yaitu minimnya 
kesadaran wajib pajak di Kota Ambon untuk membayar pajak, 
kemudian banyak wajib pajak di kota ambon yang telah berpindah 
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domisili dari Kota Ambon, serta ketidak jelasan data yang ada pada 
pihak DISPENDA Kota Ambon yang menyebabkan fiskus sulit 
dalam pendistribusian SPPTD dan melakukan penagihan tehadap 
wajib pajak . 
b.  Sedangkan pada Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi 
penagihan Pajak Bumi dan Bangunan sector Perdesaan dan 
Perkotaan yaitu faktor kesadaran masyarakat dalam membayar 
pajak, keakuratan data objek dan subjek pajak, dan sumber daya 
manusia penulis bisa menyimpulkan bahwa pemerintah Kota 
Ambon masih mengalami kendala pada faktor masih kurangnya 
kesadaran wajib pajak di Kota Ambon untuk membayar pajak dan 
ketidak jelasan data objek & subjek pajak PBB-P2 Kota Ambon 
sehinggga mempersulit pelaksanaan dan optimalisasi penagihan 
penagihan serta juga banyak wajib pajak Kota Ambon yang belum 
mengerti tentang pajak PBB-P2. 
2. SARAN 
a. Melihat masih kurang optimalnya penagihan PBB-P2 Terkait Hutang 
Pajak Tahun 1999-2013 di Kota Ambon dikarenakan masih rendahnya 
kesadaran warga masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar dan 
melunasi hutang pajaknya, maka sebaiknya Pemerintah Kota Ambon 
harus menciptkan program-program yang dapat menarik minat 
masyarakat untuk membayar pajak dan mempermudah akses wajib 
pajak untuk membayar pajak. 
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b. serta aparat pajak harus lebih meningkatkan kinerja mereka dan aktif 
memberikan penyuluhan, sosialisasi, atau pembinaan tentang Pajak 
khususnya Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan perkotaan 
(PBB-P2) kepada Wajib Pajak di Kota Ambon, terutama kepada warga 
masyarakat yang berada di desa-desa yang jauh dari pusat Kota 
Ambon yang belum mengerti apa itu PBB-P2 serta juga kepada warga 
masyarkat yang belum memahami betul pentingnya membayar pajak. 
c. kemudian diharapkan Dinas Pendapatan Daerah Kota Ambon membuat 
pembaharuan data atau up to date data wajib pajak dan objek pajak 
Kota Ambon agar Pemerintah Kota Ambon dapat menegetahui wajib 
pajak mana saja yang masih aktif dan wajib pajak mana yang sudah 
berpindah tempat tinggal atau berpindah domsili dari Kota Ambon agar 
kedepannya pada saat melakukan penagihan terhadap wajib pajak 
petugas pajak tidak lagi mendapatkan masalah yang sama, sehingga 
penagihan PBB-P2 di Kota Ambon bisa di optimalkan. 
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LAMPIRAN 
 
LAMPIRAN 1 
Wilayah Administrasi Kota Ambon Hasil Pemekaran tahun 2006 
 
 
Kecamatan 
 
 
Ibukota 
 
Jumlah Desa/Kelurahan 
 
Luas 
Wilayah 
(Km2) 
 
Desa/Negeri 
 
Kelurahan 
 
 
Nusaniwe 
 
Amahusu 
 
5 
 
8 
 
88.35 
 
Sirimau 
 
Karang 
panjang 
 
4 
 
10 
 
86.82 
 
Baguala 
 
Passo 
 
6 
 
1 
 
40.11 
 
Leitimur 
Selatan 
 
Laehari 
 
8 
 
- 
 
50.50 
 
Teluk Ambon 
 
Wayame 
 
7 
 
1 
 
93.67 
 
Jumlah  
 
30 
 
20 
 
359.45 
(Sumber : Data dan Informasi UPTD PBB Dispenda Kota Ambon, 2016) 
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LAMPIRAN 2 
Jumlah SPPT yang Diterbitkan dan yang Terealisasi Oleh DISPENDA   
KotaAmbon Terkait Hutang PBB Tahun 1999-2013. 
 
 
No 
 
 
Kecamatan 
 
Pokok Ketetapan  
SPPT 
 
Realisasi  
SPPT 
 
% 
 
1 
 
Nusaniwe  
 
13.530 
 
2.716 
15.5 
 
2 
 
Sirimau  
 
21.659 
 
4.901 
30..6 
 
3 
 
Baguala  
 
17.583 
 
3.716 
17.5 
  
Jumlah  
 
52.772 
 
11.333 
- 
 (Sumber : Data dan Informasi UPTD PBB Dispenda Kota Ambon,Maret  2016) 
 
LAMPIRAN 3 
Jumlah Pokok Ketetapan Pajak dan yang Terealisasi Oleh DISPENDA 
Kota Ambon Terkait Hutang PBB Tahun 1999-2013 
 
 
No 
 
 
Kecamatan 
 
Jumlah pokok Ketetapan  
Pajak 
 
Realisasi  
Ketetapan Pajak 
 
% 
 
1 
 
Nusaniwe  
 
414.449.187 
 
64.043.563 
15.5 
 
2 
 
Sirimau  
 
1.219.965.912 
 
373.441.809 
30.6 
 
3 
 
Baguala  
 
415.779.339 
 
72.193.828 
17.5 
  
Jumlah  
 
2.050.194.438 
 
509.679.200 
- 
(Sumber : Data dan Informasi UPTD PBB Dispenda Kota Ambon,Maret  2016) 
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LAMPIRAN 4 
Jumlah Sisa Pokok Ketetapan Pajak dan SPPT Kota Ambon Terkait 
Hutang PBB Tahun 1999-2013. 
 
 
No 
 
 
Kecamatan 
 
Jumlah Sisa pokok Ketetapan  
Pajak 
 
 
Sisa SPPT 
 
% 
 
1 
 
Nusaniwe  
 
350.405.624 
 
10.814 
 
84.5 
 
2 
 
Sirimau  
 
845.524.103 
 
16.758 
 
69.4 
 
3 
 
Baguala 
 
342.865.511 
 
13.867 
 
82.5 
  
Jumlah 
 
1.538.798.238 
 
41.439 
- 
(Sumber : Data dan Informasi UPTD PBB Dispenda Kota Ambon,Maret  2016) 
LAMPIRAN 5 
Data Surat Ketetapan Pajak Daerah Wajib Pajak Kota Ambon Terkait 
Hutang Pajak PBB tahun 1999-2013 
 
 
No 
 
 
Tahun 
 
 
SPPT 
 
 
Ketetapan Pajak 
 
% 
 
1 
 
 
1999  
 
 
41.439 
 
1.538.795.238 
 
? 
 
2 
 
 
2000  
 
 
39.495 
 
1.430.185.042 
 
? 
 
3 
 
2001  
 
36.558 
 
1.399.050.956 
 
? 
 
4 
 
2002 
 
41.700 
 
1.099.978.056 
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5 
 
2003 
 
43.473 
 
1.165.508.584 
 
 
6 
 
2004 
 
46.751 
 
1.772.324.300 
 
 
7 
 
2005 
 
45.699 
 
1.634.110.984 
 
 
8 
 
2006 
 
38.983 
 
2.043.632.722 
 
 
9 
 
2007 
 
40.230 
 
2.755.408.575 
 
 
10 
 
2008 
 
47.108 
 
4.196.674.634 
 
 
11 
 
2009 
 
42.933 
 
4.138.245.865 
 
 
12 
 
2010 
 
43.290 
 
4.646.074.513 
 
 
13 
 
2011 
 
44.346 
 
5.044.906.345 
 
 
14 
 
2012 
 
42.027 
 
5.185.833.029 
 
 
15 
 
2013 
 
39.249 
 
4.679.984.687 
 
  
Jumlah  
 
633.281 
? - 
(Sumber : Data dan Informasi UPTD PBB Dispenda Kota Ambon,Maret  2016) 
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LAMPIRAN  6 
Surat Keterangan tidak ada data 
 
 
 
